
BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI I{ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 20' TAHUN 2O2A

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSAI{AAN PEMBERIAN GA^II ATAU PENGHASILAN
KETIGA BELAS TAHUN 2O2O KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

Menimbang :

Mengingat

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGA}T RAI{MAT TUHAN YAIIG *IAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa untuk melak+a'I1-akan ketentuan pasal tZ ayat i2\
Peraturan Pemeiintah No,mor 44 Tahun zo2o tentang
Pemberia.n Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau penghasilan Ketiga

Belas Tahun 2a2o Kepada Pegawai Negeri sipil, prajurit

Tentara Nasional., Indonesia, Anggoia Kepolisian Negara

Republik Indoneeia, P-egawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan
Penerima' Pensiun Atau Tunjangan, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang. Petunjuk reknis pelaksanaan

Pemberian Gaji, T\rnjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas

Tahun 2O2A Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan

Pemerintah Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Perpanjangan Pernbentukan Dassqh Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nornor 9 )

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tawbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2- Undang-Urrda.rrg Nornor 5 Tahr-rr-r 2QL4 terrtan-r6 Apan-atur

Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol+ Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5+9+);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ai4 tentang

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu'olik

Incionesia Tahun 2a# Nomor 244, Tarnbahan Lembaran

iiegara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana

teiah ciiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 20i5 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O7+ tentang

pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 I.{omor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang

lVlanajemea Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ot7 Nomor 63, Tambahan

LemLraran Negara Republik Indonesia Nomor 6a37i

setragaimana telah diubah d"engan Peraturan Pemerintah

Nomoi- 17 Tahun 2O2A tentang Ferubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen

pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Repukrlik Inconesia

Tahun 2O2O Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor 6+77\;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Oi9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara

Repubiik Incionesia Tahun 2A:.9 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 6322\;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2O2O tentang

Pernberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan

Ketiga Beias Tahun 2O2O Kepacia Pegawai Negeri sipii,

prajurit Teniara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri

Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 189,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomci'

65a5);

Peraturan Menteri Daiam Negeri Ncmor 13 Tahrrn 2AA5

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagairna*a ielah diubah beberapa kali terakhir denga-n

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalarn

4.

5.

6.

7
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Negeri Nomor 13 Tahun 2OOC tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Incionesia Tahun 2O7l Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Rep-.rblik Indonesia Tahun 2015 Nomcr 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor i20 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam lJegeri Nomor 8O Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

7571;

Peratrrran Daerah Katrupaten Barito Setrata-n Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Barito Seiatan (Lembaran

Daerah Kabupaten Barito Seiata-n Tahun 2076 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan

Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Seiatan Nomor 4
Tahun 2Ol9 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2A2A (Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 i.lornor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
I\T^- ^.. / \r\uruur'+r.

MEMUTUSI{AN:

hllenetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN

I{ETIGA BELAS TAEIUN 2O2O YA}IG BERASAL DARI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETEIVTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

B.

9_
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Pemerintah Daerah adaiah Bupati sebagai urrsur penyrienggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan ui:usan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Barito Seiatan.

Bi;pati adaiah Bupati Barito Seiatan.

Pegawai Negeri Sipil yang seianjutnya disingkat PNS adalah warga negara
indonesia yang rnemenuhi sirspai tertentu, diangkat sebagai pega,;,ai

Aparatur Sipii Negara secara tetap oieh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki .jabatan pemerintahan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang seianjutnya disingkat SKpD acialah
tr1-isur Peraiigkai Daerah pada Pemerintah Kabulpaten Barito Selatan.

Tunjangan adaiah Pembayaran yang diiakukan secara teratur kepada
Pega-wai yarrg diba5.21iran krersamaan de11gan gaji.

Gaji adaiah hak pegawai yang ciiterima cian ciinyatakan cialam bentuk uang
setragai irabalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang di'retapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan
Perundang-unclangan.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya ciisingkat Spp acialah

dckurnen yang diterbitkan oleh pejabat ],ang bertanggungja,;rab atas
peiaksanaan kegiatanlbendahara pengeiuaran untuk mengajukan
permin taan pernbalr&ra n.

Surat Perintah Niembayar yang seianjutnya disingkat SpR/i adaiah
dokumen yang dig-uinakan / diterbitkan oleh Pengglrna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DpA-
SKPD.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat Sp2D adaiah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencair"an dana yang diterbitkair
oieh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SpM.

Tun j angan Jabatan adaiah Tun-i angan Jabatan Strr*ikturai/ Fungsional.

BAB II
PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

(i) Gaji atau Penghasiian Ke tiga Eelas Tahun 2O2O diberikan kepacia :

a-. PNS;

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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b' PIJS yang ditempatkan atau ditugaskan di iuar instansi Femerintah
Daerah yang gajinya dibebankan pada Anggaran pendapatan dan
Beianja Daerah;

c. Penerima uang tunggu;

d' Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau
gugur;

e' Penerima gaji dari pNS yang yang dinyatakan hilang; dan
f. Calon pNS.

(2) Gaji atau Penghasiian Ketiga Belas Tahun 2O2O tidak diberikan kepada :

a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara; dan
b. PNS yang ditugaskan pacia Instansi iain di luar pemerintah Daerah

yang gajinya dibayar oreh instansi tempat perlugasan.

Pasal 3

{1) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dirnaksud dalam pasal 2
yaitu sebesar penghasilan 1 (satu),buian pacia bulan Juli Tahun 2O2O.

i2) Dalam hal penghasilan 1 {satu} bulan pada bulan Juli Tahun 2}2CI
sebagaimana dimaksud pada ayat ( U belum dibayarkan sebesar
penghasilan yang seharusnya diterima kar:ena berubahnya penghasilan,
kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji atau
Penghasiian Ketiga Belas.

Pasal 4

(1) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayat {1} diberikan bagi PNS, paling banyak meliputi :

a. Gaji Pokok;

b. Tunjangan Keiuarga; dan

c. Tunjangan Jabatan atau Tlrnjangan Umum.

t2) Gaji atau Penghasiian Ketiga Beias sebagaimana dimaksud <ialam Pasal 3

ayat (1) diberikan bagi :

a. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau
gugur; atau

b. Penerima gaji dari PNS yang yang dinyatakan hilang.

Yaitu sebesar penghasilan l(satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli
Tahun 2O2A cian anggarannya <iibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Ro'l anio l)aerohjJurqr rJq lJqur u t r.

(3) Gaji atau Penghasilan Ketiga Beias sebagaimana dimaksud cialam Pasal 3

ayat (1) diberikan bagi Calon Pi{S, paling banyak rneliputi :
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a. 8O% (delapan puluh persen) dan Gaji Pokok FNS;

b. Tunjangan Keluarga; dan

c. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.

Pasal 5

Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan atau T\-r.njangan

Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu pada peraturan

Perundang-undangan mengenai gaji PNS.

Pasai 6

Besaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam

Pasai 3 ayai (1) tidak termasuk :

a. jenis Tambahan Penghasilan PNS Tunjangan Daerah atau T\rnjangan

Kinerja;

b. Insentif Kinerja;

c. Insentif Kerja;

d. Tunjangan Bahaya;

e. Tunjangan Resiko;

f. T\-injangan Pengamanan;

g. Tunjangan Profesi atau Tunjangan Khusus Guru atau Dosen atau

T\-inj a n gan Kehormatan ;

h. Tambahan Penghasiian Bagi Guru PNS;

i. insentif Khusus;

j. Tunjangan Selisih Penghasilan;

k. Tunjangan Penghidupan Luar Negeri; dan

i. Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan

bahaya serta tunjangan ata.u insentif yang ditetapkan dengan peraturan

Perudang-undangan atau peraturan internal kementerianiiembaga dan

penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasai 7

(1) Dalam hal PNS menerima iebih dari 1 (sat-tii penghasilan sebagaimana

dimaksud daiam Pasai 3 ayat (1) maka Gaji atau Penghasiian Ketiga Beias

diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

(2) Daiam hai PNS menerima iebih ciari 1 (satu) Gaji atau Penghasiian

KetigaBelas maka keiebihan pembayaran tersebut merupakan tltang dan

wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peratLrran

Perundang-undangan.
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Dalam hai PI\IS sekaligus se bagai penerima pensiun jand,a/duda atau
penerima Tunjangan JandalDuda, maka diberikan Gaji atau Penghasilan
Ketiga Belas sekaligus Pensiun Ketiga Belas sebagai penerima pensiun
jandaiduda atau Tunjangan Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan
jancia/duda.

Pasal 8

Besaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (i) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan iain
bei'dasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Gaji atau Penghasilan Ketiga Beias sebagaimana dimaksud pacia ayat (1)

dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana d"imaksud dalam Pasal 3

ayat (1) ciibayarkan pada bulan Agustus 2AZA.

Daiam hai Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada

a),at (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada

bulan-bulan beriku tnya.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 1O

Gaji atau Penghasilatr Ketiga

dan Belanja Daerah Kabupaten

(i)

(2i

(1)

{2\

Pendanaan Pernberian

Anggaran Pendapatan

Arrggaran 2420.

Belas bersumtrer dari

Barito Selatan Tahun

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN GAJI

ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 1 1

Tata cara pernbayaran, proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPiv{ darr SP2D

pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas dilakukan oleh SKPD sesuai
1 ) ' Idanqarr.rrr.! !S{7t r !r(,1 (7t tLt at r t \.I Ur"ff.t l<Xl!5"L1.1..
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BAB TV

PENDAT{AAN

Pasal 12

Pendanaan Pemberian Gaji atau Penghasiian Ketiga Belas bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun

Anggaran 2O2O.

BAB V

KE?EI{T{}AN PtrI!5{'?UP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seti"ap oraag rnengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito

Selatan.

Diundangkan Ci Buntok

pada tanggail2 AGUSIUS 2A2A

BERITA DAERAE{ IIA.BUPATEN BARITC SELATAN TAHUI{ 2A2O NOMOR 20.

pkan di Buntok

12 AGUSIUS 2A2O

6fis/
tu L-o-[ (
i* \.4

e-ffi


